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PUTUSAN
Nomor 0328/Pdt.GIZO16/PA.Dpk.

o 0 0 S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal di

Kota Depok, sebagai "Penggugat”;
Melawan
umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Bogor, sebagai
"Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27
Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada
tanggal 27  Januari 2016 dalam  register  perkara Nomor
0328/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada
tangga 06 Agustus 2007 di KUA Kota depok., dan telah
mendapatkan Kutipan Akta Nikah No.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 15 tahun dan Tergugat 22
tahun;

3. Bahwa usia pernikahan sampai saat ini kurang lebih 9 tahun-

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal Jalan

, Kota
Depok;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri
dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da
dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama perempuan berumur 7 tahun,

Perempuan berumur 3 tahun:

6. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar,
sejak bulan Maret 2014 disebebkan karena :

a. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
b. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.
¢. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.

d. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat.;

7. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan
jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran:

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan
pertengkaran hebat, maka sejak bulan Mei 2014 hingga saat ini Penggugat
dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah tidak ada hubungan layaknya
suami istri lagi;

9. Bahwa Penggugat bahkan Juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat
supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil:

Bahwa atas dasar hal-hal tersebuyt Penggugat mohon supaya Ketua

Pengadilan Agama Depok c/q maijlis yang menyidangkan perkara ini

memberikan putusan sebagai berikut -
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat |
) terhadap Penggugat ( );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk
mengirimkan salinan putusan kepada KUA kota Depok.
4. Membebankan biaya menurut Hukum:;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah
memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi
dengan menunjuk mediator Risman Kamal, SH., sebagaimana ternyata dalam
Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 16 Maret 2016, namun
tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator yang
disampaikan pada persidangan tanggal 13 Aprii 2016, oleh karena itu
pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap
dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat di muka sidang
telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui seluruh
dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk dicerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kota depok Nomor Tanggal 6 Agustus
2007, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode
P.1,

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga
menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor «0328/Pdt.G/2016/PA. Dpk.»

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di
| . Kota Depok.
Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut °

* Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat:

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
yang besar dengan Tergugat dan yang kecil dengan Penggugat:;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat;

* Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun saja, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

* Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering
bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;

* Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan
nafkah, Tergugat melakukan kekerasan fisik, saksi melihat dahi
Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering
berbicara kasar, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat,
Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang untuk
mengajak rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau:

* Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami
istri:

* Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil:

* Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat:
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2. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di
Kota Depok.
Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

* Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat:

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat:

* Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun saja, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

* Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering
bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;

* Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan
nafkah, Tergugat melakukan kekerasan fisikk, saksi melihat dahi
Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering
berbicara kasar, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Pengguga,
Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

* Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami
istri;

* Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil:

* Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya
dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;
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Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan
persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan
perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak
berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01
Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Risman Kamal, SH., sebagaimana
ternyata dalam Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 16 Maret
2016, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator
yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara
aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR,
alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang
sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki
legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sejak bulan Maret 2014 yang disebabkan:

a. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

b. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.
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¢. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.

d. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat. dan
puncaknya pada bulan Mei 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak
lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan  Penggugat, Tergugat
menyampaikan jawaban seara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat
dan Tergugat tersebut maka Maijelis menentukan pokok sengketa harus
dibuktikan oleh kedua pihak adalah apakah telah terjadi perselisihan yang
terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah
tangganya sejak tahun Maret 2014 hingga klimaksnya Penggugat pisah rumah
dengan Tergugat?:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat pada dalil
jawabannya, bahwa memang ada telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan
kembali. Bahwa ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan :" Pengakuan yang
diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang
yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan
pertolongan orang lain, yang istemewa dikuasakan untuk itu”. Oleh karena itu
berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah
bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, masih perlu dibuktikan, apakah
perselisihan dan percekcokan tersebut telah berlangsung terus-menerus dan
tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomeor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
persidangan, keterangan saksi-saksi tidak melihat langsung pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat tapi mengetahui dari cerita langsung Penggugat
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula
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keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat,
sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan
sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Penggugat tidak pernah
melihat ataupun mendengar secara langsung percekcokan yang terjadi,
sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, namun
demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan
sebagai sumber persangkaan (Feetelijk Vermoeden) bagi Majelis Hakim
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak
seémua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya
cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan kalaupun hal ity terjadi tidak selalu
bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam
rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan
untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah
tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan
dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu
yang cukup lama yakni sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, adalah suatu
yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim
telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat
dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana
dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut
menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara
tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada para
saksi (testimonium de auditu), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim
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tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai
berikut: pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat
pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan,
sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tidak diketahui oleh orang lain. Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional
dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (begin van bewis), jika keterangan
yang diberikan oleh saksi de auditu tersebut diterima langsung dari pelaku atau
orang yang terlibat langsung dalam peristwa yang disengketakan,
sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi
Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,
bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat
dirukunkan kembali;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014,
dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya
suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk
pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Penggugat
dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Mei 2014
sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah
tangga (broken marriage) Penggugat dan Tergugat:
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Menimbang, bahwa keempat saksi selaku keluarga dan orang dekat
Penggugat dan Tergugat yang diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi
atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sudah
tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan petunjuk
bagi Majelis bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
sedemikian kompleknya sulit untuk dirukunkan kembali:

Menimbang, bahwa Majelis telah menyaksikan sendiri betapa
Penggugat telah menunjukkan sikap keteguhan hatinya tidak ingin melanjutkan
perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan
bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534
K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Majelis berpendapat bahwa dalam perkara
perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi
atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan Majelis berpendapat
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat
dirukunkan kembali sehingga Majelis memandang tidak perlu lagi untuk
menggali apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat apalagi mencari atau menentukan siapa yang
bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam
hal kenyataan kerukunan sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak sendiri, keluarga
besar kedua belah pihak serta anak keturunan kedua belah pihak di masa-
masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991):

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan-penimbangan tersebut,
Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam kondisi
lidak sehat, tidak lagi dapat memberikan kenyamanan jiwa bagi Penggugat dan
Tergugat bahkan telah dapat dikategorikan pecah:
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o Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami
isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena ity jika ikatan batin tersebut
sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk
melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal
sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
d:an jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut
diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua
belah pihak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
yang terdapat dalam kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 249 yang dijadikan
pendapat Majelis Hakim berbunyi :
gAaVl Lo ey el i 13) Al dalk wrbililgilhy i g 3 500 aldll o il ol e 5y
Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya

dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila
nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit
keduanya untuk didamaikan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan—pertfmbangan sebagaimana
tersebut di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perc‘reraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f
Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam dan oleh karena ity gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat
atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20
Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Depok untuk mengirirmkan satu helai salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat berada dan Kantor Urusan Agama
di wilayah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu.:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
. Mengabulkan gugatan Penggugat;

—

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (, )
terhadap Penggugat ( I

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bogor,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.361.000 - (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Depok pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.ENI ZULAINI sebagai
Ketua Majelis, DEWIATI, S.H dan Hi.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H. M.H
rﬁasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Al
SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.
Ketua Majelis,
orsesregaz | ff LS
00 B
Dra.ENI ZULAINI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ey
/V../l']//’/c,'v\'k'/,
DEWIATI, S.H Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Rengganti,

wof
e .
Al SALAMAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 270.000,-

4. Redaksi Rp.  5.000,-

5. _Materai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .......................
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